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 ABSTRAK 

(A)  Nama : Diantori (207152010). 

(B) Judul Skripsi : Tinjauan Konstitusional Kewenangan Pengujian Perppu 

oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 

(C) Halaman : xii halaman + 185 lembar + 4 lembar daftar pustaka + 

lampiran. 

(D) Kata kunci : Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, 

Political Review, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, hal 

ihwal kegentingan yang memaksa. 

(E) Isi :  

Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Dalam hal ihwal kegentingan yang 

memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang”, Pasal tersebut memiliki makna tersurat hanya dalam 

keadaan kegentingan yang memaksa saja Presiden dimungkinkan untuk 

menerbitkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Perppu). Perppu itulah yang digunakan untuk mengatasi berbagai 

masalah luar biasa sesuai dengan pandangan subyektif Presiden. Dalam 

perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 yakni Pasal 24C terdapat 

sebuah poin mendasar mengenai peran dan fungsi kekuasaan kehakiman 

yaitu diberikannya kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk 

melakukan judicial review atau hak untuk menguji suatu Undang-

Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, dengan adanya kesamaan 

materi muatan antara Perppu dengan Undang-Undang lantas bilamana 

dalam penerbitan Perppu oleh Presiden RI tersebut senyatanya 

bertentangan dengan konstitusi apakah Mahkamah Konstitusi yang 

merupakan the guardian of the constitution dapat menguji Perppu. 

(F) Acuan : 35 (1970-2014). 

(G) Pembimbing : Dr. Dwi Andayani, S.H., M.H. 

(H) Penulis : Diantori. 
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